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ANALISIS UPAY A PENINGKATAN PRDFESI[}NALIS!\'[E GURU SEKOLAH DASARDI
KABUPATEN GORONTALO

Arifin Suling
Surusan Manajemen pendidikan Fakultas Imu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo.
E-mail: ariﬁn_suking@ung,ac.id

ABSTRAK

Guru merupakan garda terdepan dalam proses penyelengaraan pendidikan dan guru dianggap
paling bertanggung jawab dalam pencapaian kualitas dan mutu pendidikan, sehingga itu gurd selalu
dituntut  selalu profesional  yang memiliki kompetensi dalam mengembang UEAS dan
tanggungjawabnya, namun kenyataannya belum semua guru yang memiliki kompetensi seperti yang
diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10
ayat (1).Kajian ini akan membahas tentang analisis upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah
Kabupaten Gorontalo dalam meningkatkan profesionalisme guru khususnya guru sekolah dasar.
upaya-upaya tersebut antara lain: 1) melalui pemberian kesempatan untuk studi lanjut. 2) pengakuan
pengalaman kerja dan hasil belajar (PPKHB). 3) pemberdayaan kelompok kerja guru (KKG), 4)
pemberian kepastian hukum tentang Stafus gurt fonorer Hasil kajian ini diharapkan memberikan
kontribusi dalam peningkatan profesionalisme guru dan bisa mengatasi persoalan pengelolaan suméber
daya guru secara konsisten dan berkelanjutan, hasil kajian kebijakan dapat menjadi pilihan strategi
bagi pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo.

Kata kuneiz Profesionalisme. kompetensi guru.

1. PENDAHULUAN

Tujuan pembangunan nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan
bangsa, di mana hal tersebut merupakan upaya pemerintah dalam pembangunan nasional di bidang
kependidikan dan diwujudkan dengan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman,
bertakwa, dan berakhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam
mewujudkan masyarakal yang maju, adil, makmur. dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam mendukung dan mewujudkan tujuan tersebut di atas
yaitu dengan merancang suatu program yang diberi nama program Kabupaten Gorontalo Cerdas 2015
dan untuk kesuksesan program tersebut di butuhkan kerja sama dari seluruh komponen, baik antara
pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat. Sekolah sebagai pelaksana dalam proses
pembelajaran harus mampu memberikan layanan pendidikan yang terbaik demi tercapainya tujuan
pendidikan nasional. Dalam memberikan layanan pendidikan. sekolah membutuhkan guru yang
memiliki kompetensi seperti yang diamanahkan dalam undang-undang dan bukan hanya sekedar
mampu mentransfer ilmu tapi juga dapat memperbaiki aspek afektif dan psikomotor peserta didik
agar berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain dan lingkungan sekitarnya.

Guru sebagai pendidik profesional mempunyai tugas pokok merencanakan pembelajaran,
imelaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan melatih peserta didik. yang
ditopang oleh kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru, sebagaimana diisyaratkan
dalam Peraturan Menteri Pendidikan Masional Momor 16 Tahun 2007 tentang gtandar Kualifikasi
Akademik dan Kompetensi Guru mencakup: (1) kompetensi pedagogik, (2) kompetensi kepribadian,
(3) kompetensi sosial, dan (4) kompetensi profesional. Profesional memerlukan beberapa bidang ilmu
yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum (Usman,
2011: 14). Pekerjaan pmf'esional memerlukan keahlian khusus dalam melaksanakan profesinya.
Qementara menurut Surya (2003: 94) mengatakan gurt profesional adalah guru yang memiliki
keahlian, tanggung jawab, dan rasa kesejawatan Yang didukung oleh etika profesi yang kuat.
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Profesional memerlukan keahlian  diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus serta
pengembangannya harus dilakukan secara berkesinambungan, (Rusman, 2011:18)

Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun PP No. 74 Tahun 2008
tentang Guru secara tegas menyebutkan bahwa ketika seseorang berkualifikasi S-1/D-1V dan memiliki
sertifikat pendidik. negara telah mengakuinya sebagai guru profesional. Profesionalisme gury
menekankan kepada penguasaan ilmu pengetahuan atau kemampuan manajemen beserta strategi
penerapannya. Profesionalisme guru bukan sekadar pengetahuan teknologi dan manajemen tetapi
lebih merupakan sikap, pengembangan profesionalisme, lebih dari seorang teknisi bukan hanya
memiliki keterampilan yang tinggi tetapi memiliki suatu tingkah laku vang dipersyaratkan,

Begitu pentingnya guru yang profesional dalam membantu pertumbuhan dan perkembangan
para peserta didik, karena peran dan fungsi yang sangat dapat membentuk kepribadian anak, guna
menyiapkan dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat,
kemajuan negara dan bangsa, dan khususnya untuk mensukseskan program pendidikan pemerintah
daerah. Demikian halnya Pemerintahan Daerah Kabupaten Gorontalo telah memiliki komitmen yang
besar terhadap pengelolaan pembangunan pendidikan, komitmen tersebut antara lain adalah
pemerataan peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Rumusan masalah adalah: Bagaimana upaya meningkatkan profesionalisme guru dalam
mewujudkan Program Kabupaten Gorontalo Cerdas?

II. PEMBAHASAN

Berdasarkan beberapa masalah yang dihadapi pemerintah Kabupaten Gorontalo dalam
meningkatkan profesionalisme guru dalam menunjang program Gorontalo cerdas penulis menawarkan
beberapa alternatif pilihan antara lain;

1. Studi Lanjut

Salah satu tenaga kependidikan dewasa ini yang menjadi sorotan pemerintah adalah gury
sekolah dasar (SD). Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan vang berkenaan dengan guru SD
diantaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa guru
SD dipersyaratkan berkualifikasi akademik minimal S-1/D-4 serta sertifikat akademik. Implikasi yang
terjadi dengan adanya kebijakan Undang-Undang ini adalah semua guru SD yang ada di Indonesia
harus berpendidikan minimal S-1/ D-4. Seiring dengan kebijakan tersebut, Departemen Pendidikan
Nasional yang sekarang telah berganti nama menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Direktorat Pendidikan Tinggi telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang mendorong terciptanya
guru 5D yang berkualitas dan berkuantitas.

Berdasarkan kebijakan ini seharusnya guru SD yang belum sarjana wajib melanjutkan
studinya sebagai peningkatan kompetensi mengajarnya sebagai guru sehingga berkualifikasi S1 dan
dapat mengikuti PLPG (Pendidikan dan Pelatihan Profesi Guru) sebagai syarat untuk bisa disertifikasi
dan bagi guru yang telah tersertifikasi sangat dianjurkan untuk melanjutkan studinya ke 5-2 agar
Kompetensinya semakin meningkat dan guru semakin profesional menjalankan profesinya.

2. PPKHB (Pengakuan Pengalaman Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB)

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
mempersyaratkan kualifikasi akademik pendidikan minimum guru adalah S-1/D-1V. Beberapa hal
yang menjadi kendala mengapa masih ada guru yang belum atau enggan menempuh S-1 antara lain:
masalah biaya, keharusan mengikuti kuliah secara regular karena harus mengajar, waktu, jurusan yang
tidak selalu ada (bagi guru mata pelajaran), dan lain-lain. Berdasarkan beberapa kendala tersebut,
penyelenggaraan Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi Guru dalam jabatan adalah salah satu
upaya pemerintah yang diharapkan dapat membantu percepatan peningkatan kualifikasi akademik
gury untuk semua jenjang pendidikan. Program ini khusus diperuntukkan bagi guru dalam jabatan
yang bertugas pada satuan pendidikan formal yaitu guru PNS dan guru tetap vayasan yang sudah
memiliki SK minimal 2 tahun, serta memiliki NUPTK. Berdasarkan Permendiknas Nomor 58 Tahun
2008, maka program ini mengintegrasikan sistem pembelajaran konvensional (tatap muka di kampus)
dan sistem pembelajaran mandiri (dual mode). Program ini adalah PPKHB (Pengakuan Pengalaman
Kerja Dan Hasil Belajar (PPKHB).




Program Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) yakni program pemerintah
vang memfasilitasi guru-guru yang belum sarjana untuk secepatnya menjadi sarjana. Program
pembelajarannya menggunakan  pendekatan dua  model dimana perkuliahan dilaksanakan selain
dengan tatap muka pada saat liburan sekolah, juga dilaksanakan dengan penggunaan multimedia.
Diharapkan program ini dapat mewujudkan sistem penyelenggaraan pendidikan guru yang efisien,
efektif. dan akuntabel serta menawarkan akses layanan pendidikan yang lebih Juas tanpa mengabaikan
kualitas.

Kurikulum vang digunakan dalam Program Sarjana (S-1) Kependidikan bagi guru dalam
jabatan adalah kurikulum yang berlaku dimasing-masing LPTK penyelenggara. SKL mengacu pada
Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
yang meliputi 4 kompetensi utama yaitu kompetensi pedagogik. kompetensi kepribadian, kompetensi
sosial, dan kompetensi profesional.

Pemberian Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB) oleh LPTK
penyelenggara menjadi keistimewaan program ini. Pengalaman kerja terdiri atas pengalaman
mengajar. rencana pembelajaran, dan penghargaan yang relevan. Hasil belajar mencakup kualifikasi
akademik, pelatihan, dan prestasi akademik. Semua bukti pengalaman kerja dan hasil belajar disusun
dalam satu dokumen portofolio. Pengakuan terhadap PPKHB ini maksimal 65% dari jumlah sks yang
harus ditempuh peserta, Dengan penyusunan portofolio PPKHB ini secara tidak langsung guru telah
melakukan persiapan untuk sertifikasi guru. :

3. Pemberdayaan KKG (Kelompok Kerja Guru)

Kelahiran PEQIP (Primary Education QOuality Improvement Projecr) dan SEQIP (Science
Education Quality Improvement Project) yang memperoleh bantuan dari Jerman, guru-guru di
kabupaten/ kota telah memiliki wadah berupa KKG (Kelompok Kerja Guru) untuk guru-guru Sekolah
Dasar. KKG (Kelompok Kerja Guru) adalah wadah pembinaan guru SD yang perlu diberdayakan
sebagai wadah peningkatan mutu guru di Indonesia.

Demikian pula halnya di Kabupaten Gorontalo. setiap guru SD merupakan anggota dari
(Kelompok Kerja Guru) yang ada di wilayah gugusnya masing-masing di setiap kecamatan. LPMP
(Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan) telah banyak memtasilitasi kegiatan dan program
pengembangan profesi guru SD di Kabupaten Gorontalo melalui KKG (Kelompok Kerja Guru).
Sesuai dengan pasal 2 Permendiknas Nomor 7 tahun 2007, mengamanatkan bahwa LPMP mempunyai
tugas antara lain “memfasilitasi sumber daya pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar dan
menengah termasuk TK. RA, atau bentuk lain yang sederajat dalam penjaminan mutu pendidikan™.

Salah satu program yaitu program BERMUTU (Better Education through Reformed
Management and Universal Teacher Upgrading) yang secara bebas dapat dimaknai sebagai
Peningkatan Mutu Pendidikan Melalui Peningkatan Kompetensi dan Kinerja Guru.  Program
BERMUTU sebagai salah satu program yang telah difasilitasi oleh LPMP (Lembaga Penjaminan
Mutu Pendidikan) dirancang dengan 4 (empat) komponen sebagai berikut: (1) mereformasi pendidikan
bagi calon gury, (2) memperkuat upaya peningkatan mutu guru berkelanjutan pada tingkat kabupaten
dan sekolah, (3) memperbaharui sistem akuntabilitas dan insentif untuk meningkatkan kinerja dan
karir guru, (4) meningkatkan monitoring dan evalvasi muty guru dan prestasi belajar siswa. Keempat
komponen program BERMUTU tersebut semuanya terkait dengan masalah guru dalam semua
aspeknya, mulai dari pendidikan profesi di LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Keguruan).
peningkatan mutu guru melalui program pelatihan, sistem akuntabilitas dan insentif untuk
meningkatkan kinerja dan karir guru, serta monitoring mutu guru dan kaitannya dengan hasil belajar
siswanya.

Berbagai pelatihan yang dapat meningkatkan kompetensi guru telah diperoleh guru melalui
KKG (Kelompok Kerja Guru). Mulai dari pelatihan penyusunan RPP (Rencana Pelaksanaan
Pembelajaran), membuat berbagai media pembelajaran sederhana, melakukan simulasi berbagai
model-model pemebelajaran kooperatif, penulisan karya ilmiah PTK (Penelitian Tindakan Kelas), dan
pelatihan IT. Ini berarti guru dapat meningkatkan kemampuannya melalui KKG (Kelompok Kerja
Guru), guru bisa saling membantu dalam meningkatkan kemampuannya guna mencapai kualifikasi
standar guru yang disyaratkan (S1/D4) dan sertifikasi profesi sebagai guru.
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4. Pemberian Kepastian Hukum bagi Guru Honorer (legal certainty)dari Pemerintah Daerah

Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, atau lebih dikenal sebagai
Undang-Undang Otonomi Daerah, pemerintah pusat telah mendesentralisasikan sejumlah besar
s=wenangan pengelolaan pemerintahan daerah. Secara jelas di bagian menimbang tersebut,
dungkapkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah memiliki
Lewenangan mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi.

Status hukum guru honorer perlu diperjelas karena pengangkatan guru honorer telah dilakukan
oleh banyak kepala sekolah karena memenuhi kekurangan guru di sekolahnya dan demi mensukseskan
program pendidikan yang ada di daerah. Kepastian hukum (legal certainty) merupakan nilai obyektif
dan harus memastikan proses legislasi dan administrasi (Praneviciene, 2012). Dengan demikian
pemerintah perlu menerbitkan sebuah keputusan yang bisa berbentuk Surat Keputusan Bupati atau
fepala Dinas Pendidikan sebagai kepastian hukum untuk guru honorer yang ada di Provinsi
Gorontalo. Dengan adanya kepastian hukum ini guru honorer berpeluang untuk memperoleh
sertifikasi, bahkan bisa memperoleh penghasilan setara upah minimun provinsi sehingga kesejahteraan
menjadi lebih baik dan berdampak pada profesionalitas kerja guru honor.

Pada bagian ini penulis mencoba menganalisis kelebihan dan kekurangan masaing-masing
tawaran program, berdasarkan dari berbagai perspektif.

Alternatif Pertama: Studi Lanjut

Kelebihan ) Kekurangan
Menambah pengetahuan, pengalaman dan | Membutuhkan waktu yang agak lama karena
keterampilan harus menyelesaikan beberapa program
Akan meningkatkan kemampuan mengajar | Membutuhkan biaya yang tidak sedikit
Memiliki peluang memperoleh beasiswa Akan menjadi penghambat tugas utama dalam
dari pemerintah pekerjaan jika jadwal dan tugas kuliah terlalu
banyak

Setelah selesai akan memperoleh sertifikat
pendidik

Bekerja semakin profesional

Kesejahteraan akan meningkat

Status sosial di dalam masyarakat semakin

baik
Alternatif Kedua: Pengakuan Pengalaman Kerja dan Hasil Belajar (PPKHB)
Kelebihan Kekurangan
Kesempatan ~ memperoleh  kualifikasi | Membutuhkan kemampuan dan pengalaman 1T
pendidikan S1 lebih cepat yang baik dalam sistem pembelajaran
Tidak mengganggu waktu kerja Pelaksanaan PPKHB yang sedang berlangsung

sekarang masih belum memperhitungkan secara
akurat sks dalam portofolio. ]
' Bisa memperoleh sertifikat pendidik Belum semua program studi diperguruan tinggi
bisa menyelenggarakan program ini
Membutuhkan perhitungan dan perencanaan
vang matang dalam pelaksanaannya
Membutuhkan konsitensinsi dari seluruh pihak
baik dari guru sebagai peserta maupun

perguruan tinggi sebagai penyeleggara.

Alternatif Ketiga: Pemberdayaan Kelompok Kerja Guru (KKG)
Kelebihan Kekurangan

Dapat berbagi pengalaman antara sesama | Tidak semua guru bisa hadir dalam kegiatan
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guru _ rutin di KKG
Dapat saling mensurport dalam Keterbatasan waktu dalam penyajian materi
peningkatan membuat  tidak semua guru  segera
memahami materi vyang diperoleh pada
kegiatan KK.G
' Membutuhkan tempat dan waktu yang Membutuhkan nara sumber yang lebih
baik berpengalaman
Motivasi masing-masing gury  dalam
mengikuti KKG bervariasi.
Guru meninggalkan tempat mengajar

Alternatif Keempat: Pemberian Kepastian Hukum bagi Guru Honorer (legal certainty) dari
Pemerintah Daerah

Kelebihan Kekurangan
Semakin memotivasi guru untuk bekerja | Tidak ada lagi pengangkatan guru honorer
lebih baik oleh kepala sekolah
Kesejahteraan guru  honorer  akan
meningkat
Memiliki peluang  untuk mengikuti |
CPNS

ITI. SIMPULAN

Alternatif terbaik menurut penulis adalah studi lanjut. Dengan melanjutkan studi guru akan
memperoleh pengetahuan yang banyak dan dapat meningkatkan profesionalismenya dalam bekerja.
Studi lanjut dapat dilakukan oleh siapa pun guru yang belum berkualifikasi S-1, dan studi lanjut ke
jenjang yang lebih tinggi yaitu $-2 juga perlu dilakukan oleh guru yang telah disertifikasi. Hal ini
perlu mendapat perhatian bagi seluruh guru yang tersertifikasi, karena sebagai guru yang telah
memiliki pengakuan yang berupa sertifikat pendidik dan memperoleh penghasilan yang lebih baik,
tentu harus semakin meningkatkan kemampuan dan pengetahuannya agar lebih profesional dalam
bekerja.

Penelitian yang dilakukan oleh Kamari, dil (2000), menunjukkan bahwa peningkatan
kualifikasi pendidikan guru secara langsung akan meningkatkan kualitas mengajar guru sekolah dasar.
Hal ini merupakan kejadian yang wajar karena dengan mengikuti pendidikan yang lebih tinggi berarti
akan bertambah wawasannya. Dengan meningkatnya wawasan, maka akan meningkatkan daya kreasi
untuk memperkaya khazanah termasuk didalamnya kualitas mengajar seorang guru,
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